





A. Latar Belakang Masalah 
Memasuki abad ke-21 dunia pendidikan Indonesia dibuat heboh. Hal tersebut 
bukan disebabkan kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak 
disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan Indonesia. Hal 
ini bukan berarti tidak terjadi sesuatu di dalam perkembangan pendidikan nasional 
sejak kemerdekaan 1945. Dilihat secara objektif, perkembangan itu sangat pesat 
apabila kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia. (Tilar ,2006:10). Berbicara tentang 
pendidikan sudah pasti berkaitan dengan tenaga pendidik yaitu seorang guru. 
Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendidikan Anies Baswedan bahwa apabila kita 
membahas tentang pendidikan yang pertama kali perlu kita lihat adalah guru. Karena 
guru yang secara langsung beriteraksi, guru yang senyatanya berdiri didepan kelas 
menghadapi peserta didiknya. 
Di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu cepat dan semakin 
kompleks dan canggih, prinsip-prinsip pendidikan untuk membangun nilai dan 
karakter peserta didik tetap harus dipegang. Akan tetapi perlu dilakukan dengan cara 
yang berbeda atau kreatif sehingga mampu mengimbangi perubahan kehidupan. 
(Furqon, 2009:2). 
Untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka satu-satunya 
cara yaitu dengan pendidikan. Lewat pendidikan kita akan belajar mengenai ilmu 
pengetahuan yang berkembang dan terus berkembang, tanpa batas. Lewat pendidikan 
pula kita dapat menguasai teknologi mutakhir yang membutuhkan tangan-tangan ahli 
yang terampil. Pendidikan adalah modal berharga untuk membangun sumberdaya 
manusia yang berkualitas. 
Di tengah terpuruknya peradaban bangsa, gencarnya informasi, dan lepasnya 
sekat bangsa lewat teknologi informasi, peran guru semakin strategis untuk 
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mengambil salah satu peran yang menopang pada tegaknya peradaban manusia di 
waktu yang akan datang. Peran guru yang strategis, menuntut kerja guru yang 
professional, dan mampu mengembangkan ragam potensi yang terpendam pada diri 
anak didik. 
Bangsa Indonesia ini sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan kebangsaan 
yang sangat krusial. Hampir semua bidang kehidupan bangsa mengalami krisis 
berkepanjangan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang 
dihadapi bangsa Indonesia disebabkan oeh kualitas sumber daya manusia (SDM) 
bangsa Indonesia yang masih rendah. (Kusnandar, 2007:7) 
Suatu bangsa tidak akan maju jika sumber daya manusianya belum maju, dan 
untu membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan pendidikan 
yang maju pula. Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan belum maju. Masih 
rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini terus menjadi isu kontemporer pendidikan 
yang menarik untuk diperbincangkan. Banyak pihak dan kalangan yang menilai 
bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih berada di bawah rata-rata 
negara berkembang lainnya. 
Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tidak diimbangi 
dengan meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 
berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan. Masalah mengenai rendahnya 
kualitas pendidikan di Indonesia, sudah sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat 
kita. Rendahnya kualitas sekolah dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan 
rendahnya kualitas guru. 
Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan akibat rendahnya input 
pendidikan, akan tetapi akibat proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya 
kualitas guru. Proses yang tidak sempurna mengakibatkan kualias produk yang tidak 
baik, proses pendidikan di sekolah terletak di tangan guru, bagaimana melaksanakan 
pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi yang dilakukan terhadap peserta didik, 




Kualitas guru rendah menyebabkan kualitas sekolah rendah pula. Dalam rangka 
peningkatan kualitas sekolah dan kualitas pendidikan pada umumnya, diperlukan 
upaya peningkatan kualitas guru di sekolah secara bersungguh-sungguh melalui 
strategi yang efektif dan efisien. Keberhasilan peningkatan profesionalisme guru, 
terukur dari meningkatnya kualitas penguasaan ilmu yang digunakan guru. 
Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam 
pasal 39 ayat 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat1 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 205 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas 
menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam 
upaya meningkatkan profesionalisme guru yang muara akhirnya pada peningkatan 
kualitas pendidikan nasional. 
Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak 
bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari 
dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh yang lain. Dipandang dari 
dimensi pembelajaan, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan 
sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 
berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses 
pendidikan, atau lebih khusus lagi proses, pembelajaran, yang diperankan oleh guru 
yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. (Dedi Supriadi, 1998:xv) 
Guru mengemban tugas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003 dalam Pasal 39 Ayat 1. “Tenaga 
Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 
pendidikan”. Ayat 2 “Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas 
merencanakan atau melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengadian kepada masyarakat”. 
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Landasan hukum Indonesia tentang kualitas dan profesionalisme guru terdapat 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 
2007 tentang Standart Kualifikasi  akademik dan Kompetensi Guru, selain itu juga 
disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen sebagai aturan yang lebih mengikat secara hukum daripada UU 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Seorang guru harus memiliki kompetensi profesional sebab materi pelajaran 
secara luas dan mendalam sesuai dengan standart isi program satuan pendidikan, 
mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Selain itu konsep dan 
metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual 
menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau 
kelompok mata pelajaran yang akan diampu. 
Guru profesional disamping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut 
memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 
dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam UU Nomor 14 
Tahun 2005 pasal 4 disebutkan peran guru adalah agen pembelajaran, kemudian 
dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, pasal 4 disebutkan peran guru adalah agen 
pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan 
pendidikan anak usia dini meliputi : (1) Kompetensi pedagogik, (2) Kompetensi 
kepribadian, (3) Kompetensi professional, (4) Kompetensi sosial. 
Untuk meningkatkan profesionalisme guru (termasuk guru PPKN) di Indonesia 
pemerintah mengadakan program sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan 
pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu, 
proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh 
sertifikat kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan. 
Kualitas SDM suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan 
bangsa tersebut.Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu 
bangsa di dunia ditentukan oleh pembangunan di bidang pendidikan.Mereka 
menganggap kebodohan adalah penghambat kemajuan bangsa dan harus diperangi 
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dengan revolusi pendidikan (Kunandar, 2007: 8).Untuk itu berbagai upaya dilakukan 
untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas 
pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru. 
Menurut UU No 14 Tahun 2005 sertifikat bagian dari peningkatan dari mutu 
guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini 
diharapkan guru menjadi pendidik yang professional, yaitu berpendidikan minimal S-
1/D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan 
pemilihan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas 
profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan berupa tunjangan profesi dari 
pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. 
Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang 
telah memenuhi persyaratan. Sertitifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat 
pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru (Suyatno, 2008 : 2). 
Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam 
melaksanakan tugas sebagai pendidik professional, (2) meningkatkan proses dan 
hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, serta (4) meningkatkan 
martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 
Selain meningkatkan profesionalitas guru, sertifikasi guru juga berupaya 
meningkatkan kesejahteraan guru. Kondisi krisis saat ini banyak mengganggu 
kelangsungan pendidikan, mustahil pendidikan akan maju dan berkualitas tanpa 
dukungan ekonomi yang mapan, guru dapat berkonsentrasi mengajar manakala tidak 
lagi merasa terbebani untuk melengkapi sarana dan prasarana belajar anak-anak 
mereka, bila mereka merasa berkewajiban menyekolahkan anak-anaknya dan 
ekonomi para orangtua juga mapan. (Yamin, 2006 : 68). 
Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti 
dengan penghasilan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus dan darihal 
tersebut diharapkan membuahkan pendidikan yang bermutu, pemikiran itulah yang 
mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. (Mansur, 2007: 8) 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru menyatakan 
bahwa Standar kompetensi profesional guru MA/SMA/SMK meliputi : 
1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 
mendukung mata pelajaran yang diampu. 
2) Menguasai standart kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 
yang diampu. 
3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 
4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 
melakukan tindakan reflektif. 
5) Memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
mengembangkan diri. 
Selanjutnya, berdasarkan sumber yang sama, disebutkan kompetensi guru Mata 
pelajaran PPKN pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK adalah: 
1) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 
mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
2) Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi 
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap 
kewarganegaaan (civic disposition), an ketrampilan kewarganegaraan 
(civic skill). 
3) Menunjukan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 
Untuk mengetahui sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru maka 
diperlukan adanya suatu evaluasi dan dari implementasi sertifikasi guru. 
Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam 
suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan 
pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi sertifikasi guru 
dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep dan kebijakan 
pemerintah dengan memberikan sertifikat pendidik kepada guru yang telah 
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memenuhi standar profesi guru. Salah satu cara untuk mengevaluasi dan meninjau 
kompetensi seorang guru adalah dari hasil Uji Kompetensi Guru. 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) 
Nomor 52 tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru dijelaskan bahwa Uji 
Kompetensi yang selanjutnya disebut UKG adalah pengujian terhadap penguasaan 
kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan 
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja 
guru. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(PERMENDIKBUD) tentang Uji Kompetensi Guru dijelaskan bahwa guru mengikuti 
UKG sebagai syarat kenaikan pangkat dan atau jabatan fungsional guru. UKG 
dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan 
keprofesionalan guru berkelanjutan yang dilakukan secara periodik. 
Selanjutnya dalam pasal 5  dijelaskan kompetensi profesional dalam Uji 
Kompetensi Guru yaitu meliputi : 
a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir kelimuan yang 
mendukung mata pelajaran yang diampu guru, 
b) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan melalui tindakan 
reflektif 
c) Konsistensi penguasaan materi guru antara isi dan penampilan. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Edy Pudiyanto selaku Tim 
Pengawas Sekolah Menengah Atas kota Surakarta yang saya temui saat pelaksanaan 
pra-observasi di Dinas Pendidikan dan Olahraga, beliau mengatakan bahwasanya 
melalui program sertifikasi, guru diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas 
guru yang dapat diukur dari kinerja dan dari mutu pendidikan serta layanan 
pendidikan, yang diberikan seorang guru. Profesionalitas guru paska sertifikasi juga 
dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari UKG (Uji Kompetensi Guru). 
Uji kompetensi guru dilakukan bukan sekedar untuk menguji keterampilan-
keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang guru, tetapi lebih dari itu, untuk 
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mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku sebagai penggabungan dan 
penerapan suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan menuju suatu 
perilaku nyata. Perilaku itu tentunya harus ditunjang oleh kemampuan lain seperti 
penguasaan bahan, teori belajar dan pembelajaran, serta kemampuan mengambil 
keputusan yang adaptif dan situasional berdasarkan nilai, sikap, dan kepribadian. 
Dengan demikian, setiap lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk membekali 
lulusannya dengan seperangkat kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, 
fungsi, dan tanggung jawab yang akan diemban oleh para lulusan. 
Berdasarkan hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) yang ada di Disdikpora, Pak 
Edy menyampaikan masih banyak guru-guru yang belum memenuhi nilai ketuntasan 
dari kompetensi profesional guru. Termasuk guru Pendidikan Kewarganegaraan.Pak 
Edy juga menyampaikan bahwa masih banyak guru dalam jabatan yang telah 
menerima sertifikasi belum menguasai materi pembelajaran dengan baik. 
 Disdikpora Solo mencatat jumlah guru yang mengikuti UKG sebanyak 8.962 
guru yang berasal dari seluruh jenjang pendidikan dari sekolah menengah atas sampai 
jenjang pendidikan anak usia dini (solopos.com). Pelaksanaan UKG dipastikan tidak 
akan mengganggu proses belajar mengajar di masing-masing sekolah yang ditunjuk.” 
Ungkap Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Surakarta, Sulardi. 
 Selanjutnya Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) oleh Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 yang diikuti oleh 2.949.110 guru yang 
sudah tersertifikasi dan belum tersertifikasi serta guru PNS dan honorer menunjukkan 
bahwa rata-rata nilai UKG  Nasional 53,02. Sedangkan pemerintah menargetkan 55. 
Selain itu, rata-rata nilai kompetensi professional 54,77. Berdasarkan data diatas, 
diketahui bahwa ini merupakan masalah karena dengan adanya sertifikasi harusnya 
guru dapat meningkatkan ke-empat kompetensi guru yang meliputi kompetensi 
pedagogik, sosial, kepribadian dan professional. Akan tetapi, dari data diatas, guru 
belum mampu memenuhi target nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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 Sedangkan di kota Surakarta sendiri, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
telah melaksanakan Uji Kompetensi Guru dengan hasil rata-rata nilai UKG dari 
kompetensi professional guru pendidikan kewaranegaraan adalah 53,02 dari standar 
minimal yang harus dicapai yaitu 55. Hasil tersebut menandakan bahwa untuk 
kompetensi professional guru pendidikan kewarganegaraan di kota Surakarta belum 
memenuhi standar nasional.  
Berdasarkan kondisi diatas mengenai kompetensi profesional guru Pendidikan 
Kewarganegaraan yang telah mendapatkan sertifikasi, yang secara teori diharapkan 
mampu meningkatkan kompetensi profesional, namun dalam kenyataannya hal itu 
belum dapat terealisasikan dengan baik, dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru yang 
belum memenuhi standar, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang 
berjudul “KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI HASIL UJI KOMPETENSI GURU 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KOTA SURAKARTA. 
B. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu : 
1. Bagaimana kompetensi profesional guru Pendidikan Kewargangaraan Sekolah 
Menengah Atas Negeri kota Surakarta jika ditinjau dari hasil uji kompetensi 
guru? 
2. Bagaimana hambatan guru Pendidikan Kewarangaraan Sekolah Menengah Atas 
Negeri kota Surakarta dalam mengimplementasikan kompetensi profesionalnya? 
3. Bagaimana upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas 








C. Tujuan Penilitian 
 Tujuan yang akan dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kompetensi professional guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan ditinjau dari hasil uji kompetensi guru Sekolah Menengah 
Atas Negeri kota Surakarta. 
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan 
Sekolah Menengah Atas kota Surakarta Negeri dalam implementasi kompetensi 
profesionalitas guru. 
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam meningkatkan kompetensi proesionalnya 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil 
penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat baik secara teoritis mapun secara 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
1. Menambah dan memperluas wawasan atau pengetahuan di bidang pendidikan 
mengenai kompetensi profesional guru. 
2. Meningkatkan wacana bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya bidang 
pendidikan. 
3. Dapat dipakai sebagai acuan dan referensi bagi peneliti-peneliti sejenis untuk 
tahap selanjutnya. 
 
2. Manfaat Praktis 
1. Bagi Pemerintah dan Masyarakat 
 Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat 
untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kompetensi 




2. Bagi Guru (Pendidik) 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru untuk mampu 
mengembangkan potensi dan kompetensi profesionalisme sebagai pendidik. 
3. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat menambah pengalaman, pengetahuan 
dan pengalaman teori ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, serta sebagai 
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. 
